






 Penerapan prinsip pembedaan (Distinction Principle) dalam konflik 
bersenjata antara Israel dan Palestina tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh 
kedua belah pihak. Berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh Israel dan Palestina 
masih menimbulkan jatuhnya korban-korban sipil serta hancurnya obyek-obyek 
sipil. Dari sisi Israel, aktivitas-aktivitas ini kebanyakan dilakukan oleh angkatan 
bersenjata mereka dan sebagian kecil ada keterlibatan penduduk sipil. Berbeda 
dengan Israel, selain angkatan bersenjata Palestina ada kelompok-kelompok lain 
seperti Hamas dan juga kelompok-kelompok penduduk sipil yang ikut melakukan 
tindakan yang melanggar prinsip pembedaan di dalam konflik ini. Aktivitas-
aktivitas tersebut melanggar prinsip pembedaan karena melakukan Indiscriminate 
Attacks ke arah penduduk sipil secara langsung ataupun melakukan tindakan yang 
bertujuan untuk menyebarkan teror terhadap penduduk. Kejadiaan seperti ini terjadi 
saat operasi “Cast Lead” yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2008 yang 
menimbulkan 1383 korban jiwa warga palestina yang 333 diantaranya merupakan 
anak-anak atau serangan-serangan roket dan mortar dari milisi Hamas yang 
menyebabkan tewasnya penduduk sipil Israel. Keduanya merupakan pelanggaran 
terhadap prinsip pembedaan dan keduanya sama-sama nihil pertanggungjawaban 
dari pihak pelaku. Hal ini menunjukan bahwa prinsip pembedaan masih belum 







yang terpenting dari perang bukanlah apa yang ada saat perang tetapi apa yang masih 
ada setelah perang berakhir. 
B. Saran 
 Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu: 
1. Mengingatkan kepada kedua belah pihak agar menerapkan prinsip pembedaan 
dalam pelaksaan konflik antara para pihak, terlebih dengan fakta bahwa kedua 
belah pihak merupakan negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 walaupun 
Israel tidak meratifikasi semua konvensi namun tetap harus menghargai 
ketentuan-ketentuan yang diatur termasuk penerapan prinsip pembedaan. 
2. Memberikan peran yang lebih besar kepada Organisasi Internasional seperti 
PBB dan ICRC dalam penyelesaiaan maupun pengawasan selama 
berlangsungnya konflik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan 
Hukum Humaniter Internasional serta Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat 
negara pihak yang berkonflik. Pengawasan yang dilakukan juga dapat disertai 
pemberian sanksi moral seperti protes dan kecaman terhadap pihak yang 
melanggar ketentuan-ketentuan HHI dan juga HAM dari para penduduk sipil. 
3. Menyarankan kepada negara-negara sekitar regional untuk membantu dalam 
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